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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Proyek perubahan “Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat dalam 

pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo yang melibatkan kolaborasi Polda, Dinsos, 

Kanwil Kemenag dan HIMPSI di wilayah Gorontalo” bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial di 

wilayah provinsi Gorontalo melalui kesediaan layanan pencegahan kasus sosial. Hasil 

implementasi pada setiap tahapan yang telah terlaksana dalam jangka pendek yakni 

dengan terlaksananya pembentukan tim efektif proyek perubahan yang bertugas sebagai 

tim kerja internal untuk membantu leader proyek dalam proses pelaksanaan proyek 

peruban, terdapat pemetaan kasus sosial yang dihasilnya hari identifikasi data kasus dan 

elaborasi laporan masing-masing instansi sebagai pihak kolaborator, terlaksananya focus 

group discussion sebagai pengembangan rencana tindakan yang dihasilkan dalam bentuk 

rencana aksi kegiatan, penandatangan nota kesepakatan kolaborasi instansi sebagai bukti 

komitmen dan sinergitas pihak stakeholder dalam menjalankan proyek perubahan, 

terbentuknya SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial yang disesuaikan dengan 

regulasi masing-masing instansi dan ketetapan rencana aksi yang digagas dalam FGD, 

tedapat rancangan layanan pencegahan kasus sosial, terlaksananya sosialisasi layanan 

pencegahan kasus sosial yang disampaikan melalui media sosial, penyampaikan secara 

langsung kepada masyarakat dan akademik, serta terlaksananya uji coba pelayanan kasus 

sosial yang sesuai dengan alur SOP dan pelayanan pada rencana aksi kegiatan. 

Implementasi proyek perubahan ini diharapkan dapat berlanjut dengan adanya keputusan 

kepala daerah untuk legalisasi tim percepatan layanan pencegahan kasus sosial.  
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan hormat, 

Pada kesempatan ini, penulis dengan rendah hati menyajikan laporan Proyek 

Perubahan dengan judul "Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam 

Pencegahan Kasus Sosial: Kolaborasi Polda, Dinsos, Kemenag dan HIMPSI di Wilayah 

Provinsi Gorontalo." Laporan ini merupakan hasil dari partisipasi dalam Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi 

Negara Republik Indonesia (LAN RI) pada Angkatan XXVIII tahun 2023. 

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan strategi kolaborasi yang efektif 

antara Kepolisian Daerah (POLDA), Dinas Sosial (DINSOS), Kementerian Agama 

(KEMENAG), dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam upaya pencegahan 

kasus sosial di wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam laporan ini, penulis akan memaparkan 

secara komprehensif rencana perjalanan proyek yang akan dilaksanakan dalam waktu 

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah 

bersedia menjalin kolaborasi dan memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi 

dalam perancangan proyek ini. Utamanya bagi para mentor dan coach yang senantiasa 

terus memberikan masukan dan mendampingi proses perancangan proyek perubahan ini 

hingga terbentuknya laporan perancanagan proyek yang telah disetujui.  

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dari laporan rancangan proyek 

perubahan ini, sehingganya penulis berharap untuk masukan dan bimbingan serta arahan 

lebih lanjut dari seluruh pihak. Besar harapan penulis agar proyek perubahan ini dapat 

menjadi rekomendasi bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang kesejahteraan sosial.  

 

Gorontalo,      November 2023 

Penggagas Proyek Perubahan 

 

 

 Roni S. Engahu, S.Pd 
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BAB I 

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini memberikan peran yang sangat penting dalam 

berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat. Berbagai tantangan dalam menjaga 

kestabilan sosial menjadi upaya besar yang kini tengah diupayakan oleh Provinsi 

Gorontalo.  

Provinsi Gorontalo mungkin menghadapi tantangan khusus terkait kasus sosial 

seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, 

bunuh diri, miras, judi, atau masalah-masalah sosial lainnya. Adanya permasalahan 

ini memerlukan kolaboratif dari berbagai pihak. Dengan demikian, pentingya 

pencegahan kasus sosial. Pencegahan kasus sosial lebih efektif daripada menanggapi 

setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, perlunya strategi yang holistik dan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengurangi potensi 

kasus sosial di masyarakat.  

Pertama, peran Polda Gorontalo sebagai aparat penegak hukum. Polda Gorontalo 

memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Namun, penanganan kasus sosial tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian. 

Diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk memberikan solusi yang lebih 

menyeluruh. 

Kedua, Dinsos memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan program-

program sosial yang dapat mengurangi risiko dan dampak kasus sosial. Kolaborasi 

dengan lembaga lain dapat memperkuat kapasitas Dinsos dalam memberikan 

dukungan yang lebih efektif kepada masyarakat.  

Ketiga, peran Kemenag dapat memberikan kontribusi dalam pencegahan kasus 

sosial melalui pendekatan keagamaan dan moral. Kerjasama dengan Kemenag dapat 

memperkaya strategi pencegahan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang 

dimiliki oleh masyarakat Gorontalo. 

Keempat, peran HIMPSI sebagai lembaga psikolog dapat membatu dalam 

memberikan pendekatan kesehatan mental dan psikologis terhadap kasus sosial. 
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Keterlibatan HIMPSI dapat membantu mendeteksi dini dan memberikan intervensi 

yang tepat terhadap masalah-masalah psikologis yang mungkin menjadi pemicu kasus 

sosial. Berikut data kasus Bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023: 

Tabel 1 Kasus bunuh diri di Provinsi Gorontalo tahun 2023 

No. Waktu Kejadian (Bulan) Wilayah Kejadian Jumlah Korban 

1 Januari 
Kab. Gorontalo 2 orang 

Kota Gorontalo 1 orang 

2 Februari 
Kab. Bone Bolango 1 orang 

Kab.Boalemo 1 orang 

3 Maret 
Kab. Gorontalo 3 orang 

Kab. Gorontalo 1 orang 

4 April 
Kota Gorontalo 1 orang 

Kab. Gorontalo 3 orang 

5 Mei  

Kab. Bone Bolango 2 orang 

Kab. Pohuwato 1 orang 

Kab.Gorontalo Utara 1 orang 

6 Juni  

Kab. Gorontalo 1 orang 

Kota. Gorontalo 1 orang 

Kab. Bone Bolango 3 orang 

7 Juli  
Kab. Bone Bolango 1 orang 

Kab. Gorontalo 1 orang 

8 Agustus Kab. Gorontalo 1 orang 

9 September  
Kab. Gorontalo Utara 1 orang 

Kab. Gorontalo 3 orang 

10 Oktober  
Kab. Gorontalo 1 orang 

Kab. Gorontalo Utara 1 orang 

11 Ncvember Kota Gorontalo 1 orang 

Total Kasus 32 orang 

Sumber : reskrimum Polda Gorontalo 

Merujuk tabel 1.2. Kasus Bunuh diri di Gorontalo di atas menunjukkan bahwa 

terdapat sejumlah 32 orang yang melakukan bunuh diri di Gorontalo Bulan Januari-

November 2023.  Kasus bunuh diri di Gorontalo terjadi dengan beberapa metode bunuh 

diri antara lain dengan cara meminum racun, gantung diri, dan menggunakan senjata 

api/tajam. Secara persentase metode dalam kasus bunuh diri yang terjadi yaitu 70% 

dengan cara gantung diri, 16,7% dengan cara meminum racun, daan menggunakan senjata 

api/tajam sebanyak 6,7%, serta sisanya sebanyak 6,7% percobaan bunuh diri yang dapat 

di gagalkan oleh pihak keluarga/kerabat/pihak berwajib. Dalam kasus bunuh diri ini 

paling banyak menggunakan metode gantung diri karena di anggap menjadi metode yang 
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paling cepat dan gampang untuk melakukan bunuh diri. Metode gantung diri merupakan 

jeratan pada leher akibat gaya gravitasi dari berat badan     korban sendiri (Sauvageau, 

2011). Kematian sebagai akibat dari gantung diri terjadi karena adanya tekanan mekanik 

pada leher yang memicu terjadinya asfiksia dan oklusi pembuluh darah. Saat seseorang 

menggantung diri, tekanan pada leher dapat menyebabkan fraktur vertebra cervicalis, 

yang merupakan patah tulang pada bagian leher. Selain itu, tindakan ini juga dapat 

menyebabkan cedera pada medula spinalis, bagian penting dari sistem saraf tulang 

belakang. Dampak dari kombinasi tekanan mekanik, asfiksia, dan cedera fisik pada leher 

dapat mengakibatkan kematian. Proses ini menunjukkan betapa seriusnya tindakan 

gantung diri dan dampak yang signifikan pada struktur anatomi kritis dalam tubuh 

manusia (Gunnell et al., 2005). Indonesia  secara luas pun  tidak memiliki   data   nasional   

mengenai insidensi  dan  prevalensi  bunuh  diri khususnya   gantung   diri. Sangat sedikit   

literatur   yang   membahas kasus   bunuh   diri   di   Indonesia, terlebih  faktor  pemicu  

yang  memicu gantung diri (Lima et al., 2017).   

Faktor-faktor seperti pendapatan rendah, pengangguran, dan kesulitan keuangan 

diidentifikasi sebagai faktor risiko untuk semua bunuh diri. Bekerja dalam kondisi 

genting, tekanan dari atasan, jam kerja panjang, status pekerja wiraswasta, perubahan 

status pekerjaan, kerja sif atau kerja malam hari, dan stres tempat kerja dikaitkan dengan 

peningkatan risiko ide bunuh diri. Di seluruh masyarakat, keterkaitan keluarga 

mempengaruhi kemungkinan bunuh diri. Beberapa peneliti berpendapat bahwa unit 

keluarga adalah satu-satunya faktor terpenting dalam memahami bunuh diri (Litaqia & 

Permana, 2019). 

Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat ini bertujuan khususnya 

dalam upaya pencegahan kasus-kasus sosial seperti kasus bunuh diri yang marak terjadi 

di Provinsi Gorontalo beberapa waktu terakhir. Fenomena bunuh diri ini dapat 

menciptakan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, 

budaya, politik, pendidikan, dan sebagainya. Kasus sosial seperti bunuh diri memiliki 

potensi untuk mempengaruhi individu dan kelompok masyarakat secara luas, bahkan 

dapat menciptakan ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketegangan dalam masyarakat. Di 

Provinsi Gorontalo, beberapa kasus sosial yang sering terjadi melibatkan masalah 

kemiskinan, kenakalan remaja, pelecehan, serta permasalahan lingkungan lainnya, yang 

pada akhirnya dapat berujung pada peningkatan kriminalitas. Oleh karena itu, melalui 
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proyek perubahan ini, diharapkan kesejahteraan sosial dapat meningkat dengan lebih 

baik, dengan adanya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang lebih terjamin melalui 

pelayanan yang lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. 

Strategi penguatan jaringan pendukung masyarakat merupakan langkah strategis 

yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan sosial di tengah-tengah 

masyarakat dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini 

dalam pencegahan kasus sosial. Konsep ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Sosial yang menjelaskan bahwa 

"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah rangkaian usaha yang terarah, terpadu, 

dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat 

melalui pelayanan sosial, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 

Pelayanan tersebut mencakup aspek rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 

dan perlindungan sosial”.  

Esensi dari penanganan kasus sosial menjadi tanggung jawab kepolisian, sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia mengatur peran kepolisian dalam menjaga keamanan dalam negeri, termasuk 

pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kolaborasi dengan instansi seperti Dinas Sosial, 

Kanwil Kementerian Agama dan HIMPSI memeungkinkan Polda Gorontalo untuk lebih 

efektif dalam menjalankan peran tersebut, khususnya dalam pencegahan kasus sosial 

yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga telah mengamanatkan bahwa 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan 

berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kolaborasi antara Polda, Dinsos, 

Kanwil Kemenag dan HIMPSI merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip 

yang tercantum dalam undang-undang ini. 

Dasar hukum dalam proyek perubahan ini antara lain; 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

seksual. 

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

4. Kitab undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 345 tentang bunuh diri 

5. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 tentang pencurian  
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6. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378-395 tentang pencurian 

7. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang perzinahan  

8. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

9. Undang- undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

10. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan 

pengendalian Peredaran minuman beralkohol. 

11. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan maksiat. 

12. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan. 

Salah satu kendala yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo yaitu belum adanya 

regulasi yang jelas terkait pendampingan kepada masyarakat dengan standar pelayanan 

yang dekat dan cepat menggunakan pendekatan psikologis. Hal ini dapat terindikasi 

melalui laporan kasus sosial pada tahun 2023 ini, bahwa semakin marak permasalahan 

yang muncul sebagai kasus sosial seperti kriminalitas dan kesenjangan sosial. 

Permasalahan tersebut juga bermula dari kasus sosial yakni pengangguran dan 

kemiskinan serta adanya kenakalan remaja yang masih banyak dikalangan masyarakat. 

Beberapa kasus diantaranya yang tercatat sebagai laporan di tahun 2023 yakni kasus 

bunuh diri, kasus penipuan arisan, kasus pinjaman online, kasus kekerasan pada anak 

(Penyebab asmara), dan kasus pesugihan.  

Penyebab kasus sosial ini dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan psikologis 

masyarakat. Faktor ekonomi masih menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kasus 

sosial ini, seperti bunuh diri yang diakibatkan depresi karena terlilit hutang dan sulitnya 

solusi yang memungkinkan bagi korban. Selain itu pula faktor psikologis masyarakat 

yang masih kurang menyadari pentingnya Kesehatan jiwa bagi keberlangsungan hidup 

sehari-hari. Banyak memendam dan menggampangkan persoalan perkembangan dan 

kepribadian membuat masyarakat bersikap lebih mudah dalam menentukan keputusan 

dan arah hidup mereka tanpa berpikir dampaknya terhadap sosial.  

Persoalan-persoalan tersebut di atas menjadi alasan utama perlunya regulasi 

pendampingan sebagai upaya pencegahan kasus sosial masyarakat, karena kondisi 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saat ini masih belum memenuhi 

kondisi ideal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang tersebut kemudian menjadi dasar 
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yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat dan 

menjadi tanggung jawab pihak pemerintah agar dapat memanfaatkan sumber daya untuk 

memberikan pelayanan yang baik serta senantiasa melakukan inovasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Dalam mencapai kondisi yang ideal tersebut maka dibutuhkan kolaborasi dan 

partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam persoalan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas yang terbangun di antara Polda, 

Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI dapat memberikan integrasi pendekatan yang 

lebih baik terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pemberdayaan yang lebih 

berkualitas serta memiliki kemungkinan dampak lebih berkelanjutan sebab adanya 

strategi jangka Panjang yang lebih baik untuk memecahkan masalah kesejahteraan 

masyarakat. 

B. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

Tujuan utama proyek perubahan ini adalah terciptanya lingkungan yang 

mendukung, peduli dan berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial di wilayah 

Provinsi Gorontalo. 

Pencapaian tujuan utama tersebut, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan yaitu: 

a) Tujuan jangka pendek  

Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 (dua) bulan pada masa 

PKN 2 yaitu mulai September s/d Oktober 2023 sebagai berikut: 

1) Membangun komitmen kerja sama antara stakeholders. 

2) Pemetaan kasus sosial. 

3) FGD (Penegembangan rencana Tindakan). 

4) Pembentukan SOP pelayanan dalam pencegahan kasus sosial. 

5) Menyediakan pelayanan pendampingan kasus sosial melalui layanan pusat 

kritis. 

b) Tujuan jangka menengah 

Tujuan jangka menengah yaitu dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan 

aktivitas sebagai berikut: 

1) Pembentukan sistem patroli cyber. 
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2) Pemberian psikoedukasi, pendampingan rohani dan pemberdayaan 

ekonomi secara rutin. 

3) Melakukan evaluasi secara berkala. 

4) Pengkokohan kolaborasi dengan meningkatkan kedalaman dan kekuatan 

kolaborasi antara stakeholders. 

c) Tujuan jangka Panjang 

Tujuan jangka Panjang yaitu dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan aktivitas 

sebagai berikut: 

1) Keberlanjutan proyek dengan memberikan rekomendasi regulasi kepada 

pemerintah. 

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat. 

3) Pengurangan kasus sosial di masyarakat. 

2. Manfaat  

Manfaat dari proyek perubahan ini terdiri dari manfaat internal dan manfaat 

eksternal 

a) Manfaat Internal 

1) Meningkatkan peran dan dampak positif dari masing-masing instansi pada 

stakeholders dalam upaya pencegahan kasus sosian dan mendukung 

kesejahteraan masyarakat. 

2) Mengembangkan sinergitas kepolisian dengan stakeholder lainnya 

melalui komunikasi sosial, keagamaan dan psikologis. 

3) Meningkatkan kompetensi kinerja personel polri dan pegawai instansi 

dinsos, kemenag maupun HIMPSI dalam membangun kedekatan terhadap 

masyarakat. 

b) Manfaat Eksternal 

1) Terciptanya pelayanan pencegahan kasus sosial sebagai pendampingan 

dalam upaya pencegahan kasus sosial secara dekat dan cepat di 

masyarakat. 

2) Menjadi acuan pencegahan kasus sosial di berbagai wilayah Indonesia 

dengan adanya praktik baik. 

3) Memelihara ketertiban masyarakat dalam pencegahan terjadinya tindak 

criminal yang berhubungan dengan kasus sosial. 
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4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak apparat dan 

pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan kasus sosial. 
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C. Output dan Outcome 

1. Output 

a) Terbentuknya kolaborasi yang lebih efektif antara pihak stakeholder demi 

terwujudnya pelayanan pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo. 

b) Implementasi dan pemanfaatan pelayanan pencegahan kasus sosial yang 

lebih baik di Provinsi Gorontalo. 

c) Menciptakan regulasi pelayanan pencegahan kasus sosial yang lebih baik 

dengan pemnafaatan tim kolaborasi stakeholder yang dapat 

mengidentifikasi kasus sosial di Provinsi Gorontalo. 

2. Outcome 

a) Terjadi penurunan angka kasus sosial di Provinsi Gorontalo karena adanya 

koordinasi antara stakeholder yang lebih efektif. 

b) Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. 

D. Tahapan Rencana Proyek Perubahan 

Milestone merupakan capaian yang dihasilkan dalam setiap tahapan, baik tahapan 

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Penjelasan tentang milestone 

mencakup pula tentang proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai output pada 

setiap tahapan. Milestone dalam proyek perubahan ini yakni sebagai berikut:
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Tabel 2 Rencana tahapan jangka pendek 

(16 September 2023 s/d 27 November 2023) 

No Tahapan dan Kegiatan 
Hasil 

Kegiatan/Output 

Stakeholder 

yang terlibat 
Peran tim leader 

Sep Okt Nov 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan           

 • Koordinasi bersama mentor 

dan coach 

• Kunjungan koordinasi 

bersama stakeholders 

• Pembentukan TIM 

• Membangun nilai-nilai TIM 

• Destribusi tugas anggota 

• Penerbitan SK Tim kerja 

• Notulen rapat 

koordinasi 

• Nilai tim yang 

disepakatii 

• Tugas anggota 

tim 

• SK Tim  

• Internal 

• Dosen 

• Tim 

development 

• Identifikasi dan 

mengusulkan calon 

tim kepada 

pimpinan 

• Diskusi rancangan 

kegiatan proyek 

untuk kinerja tim 

efektif 

          

2 Pemetaan kasus sosial           

 • Survei data kasus sosial 

• Analisis data kasus sosial 

berdasarkan jenis kasus 

• Penyusunan peta kasus 

sosial 

• Data surveri 

kasus sosial 

• Peta kasus sosial 

• Internal 

• Tim 

development 

• Dosen 

• Melakukan analisis 

terhadap hasil survei 

• Mendiskusikan hasil 

pemetaan kasus 

sosial 
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3 FGD (Penegembangan rencana Tindakan)           

 • Pemaparan hasil pemetaan 

kasus sosial 

• Diskusi analisis dan 

pemahaman bersama terkait 

permasalahan berdasarkan 

lingkup kerja dan 

kewenangan masing-

masing instansi 

• Penawaran alternatif solusi  

• Penetapan hasil diskusi 

• Notulen diskusi 

• Surat 

rekomendasi 

hasil FGD 

• Tim 

development 

• Menyimpulkan hasil 

diskusi sebagai 

rencana kegiatan 

          

4 Pembentukan SOP pelayanan dalam pencegahan kasus social           

 • Menentukan tujuan dan 

lingkup kerja 

• Menentukan flowchart (alur 

kerja) pelayanan 

• Penetapan standar 

keberhasilan 

• SOP Pelayanan 

pencegahan 

kasus sosial 

• Internal 

• Tim 

development  

• Melakukan 

verifikasi dan 

penetapan SOP  

          

5 Perancangan layanan pusat kritis sebagai pelayanan pencegahan kasus sosial           



 

12 
 

 • Penyediaan sumber daya 

pada layanan pusat kritis 

• Melakukan analisis proses 

layanan 

• Menetapkan desain sistem 

kerja 

• Membangun pusat kritis  

• Layanan pusat 

kritis  

• Internal 

• Tim 

development 

• Mengidentifikasi 

proses layanan 

• Melakukan validasi 

sistem kerja 

          

6 Sosialisasi layanan pusat kritis           

 • Penentuan waktu, tempat 

dan format sosialisasi 

• Pembuatan materi 

sosialisasi 

• Sesi sosialisasi  

• Dokumentasi dan 

laporan 

sosialisasi 

• Internal 

• Tim 

development 

• Memastikan 

jalannya sosialisasi  

          

7 Uji coba Pelaksanaan pelayanan pusat kritis           

 • Melakukan deteksi dini 

terhadap indikasi kasus 

sosial di masyarakat 

• Menerima laporan 

masyarakat terkait kasus 

• Dokumentasi dan 

laporan 

masyarakat 

terkait 

identifikasi kasus 

sosial 

• Internal 

• Tim 

development 

• Melakukan 

monitoring terhadap 

prosedur 

pelaksanaan layanan 
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sosial yang belum dan 

tengah terjadi  

• Mengindentifikasi 

kendala pelaksanaan 

layanan 
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Tabel 3 Rencana tahapan jangka menengah 

(28 November 2023 s/d 27 Februari 2024) 

No Tahapan dan Kegiatan 
Hasil 

Kegiatan/Output 

Stakeholder 

yang terlibat 
Peran tim leader 

Des Jan Feb 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pelaksanaan layanan pusat kritis             

 • Melakukan konseling 

masyarakat 

• Melaksanakan 

pendampingan rohami 

masyarakat 

• Melaksanakan 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat 

• Memberikan edukasi 

hukum dan ketertiban 

melalui kegiatan 

masyarakat 

• Laporan hasi 

konseling, 

pendampingan dan 

kegaiatan 

pemberdayaan 

masayrakat 

• Tim 

development 

• Monitoring 

proses 

pelaksanaan 

pelayanan sesuai 

dengan prosedur 

kerja 

            

2 Patroli cyber             
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 • Koordinasi bersama 

krimsus terkait sistem 

patroli cyber  

• Melakukan pemantauan dan 

deteksi kasus sosia melalui 

media sosial 

• Membuat pelaporan hasil 

pemantauan indikasi kasus 

sosial melalui media sosial 

• Data laporan hasil 

pemantauan patrol 

cyber 

• Tim 

development 

• Memastikan 

jalannya patrol 

cyber 

            

3 Monitoring dan Evaluasi pelayanan             

 • Perencanaan monev Proyek 

pelayanan oleh pihak 

stakeholder 

• Monitoring dan evaluasi 

terhadap Proyek pelayanan  

• Laporan hasil 

monev pelayanan  

• Tim 

development 

• Melakukan 

verifikasi dan 

analisis terhadap 

laporan monev 

            

4 Pengembangan Kolaborasi             

 • Diskusi hasil monitoring 

dan evaluasi Proyek 

pelayanan 

• Laporan hasil 

perencanaan 

Proyek 

berkelanjutan  

• Internal 

• Tim 

development  

• Identifikasi 

potensi kinerja 

dan inovasi 

Proyek layanan 
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• Analisis kinerja 

berdasarkan lingkup kerja 

dan kewenangan 

• Perencanaan Proyek 

berkelanjutan 

yang 

berkelanjutan  
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Tabel 4 Rencana tahapan jangka panjang 

(28 Februari 2024 s/d 15 September 2024) 

No 
Tahapan dan 

Kegiatan 

Hasil 

Kegiatan/Outp

ut 

Stakeholde

r yang 

terlibat 

Peran tim 

leader 

Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Keberlanjutan Proyek                           

 • Koordinasi 

stakeholders 

terkait 

rekomendasi 

pengajuan 

regulasi 

pelayanan 

pencegahan 

kasus sosial di 

wilayah 

kab/kota 

• Diskusi regulasi 

pelayanan 

pencegahan 

• Regulasi 

pelayanan 

kasus sosial 

yang 

ditempatkan 

di wilayah 

kabupaten/k

ota 

• Surat 

rekomendas

i pengajuan 

kebijakan 

gubernur 

terkait 

Tim 

developmen

t 

• Melakukan 

analisis 

rekomendasi  

• Menetapkan 

rekomendasi 

• Melakukan 

diskusi 

bersama 

pemerintah 

daerah 

terkait 

pengajuan 

rekomendasi 
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kasus sosial di 

wilaya kab/kota 

• Audiensi 

bersama 

pemerintah 

daerah provinsi 

Gorontalo 

terkait 

pengajuan 

regulasi 

pelayanan 

pencegahan 

kasus sosia 

• Perencanaan 

penerapan 

pelayanan 

pencegahan 

kasus sosial di 

tingkat nasional 

penetapan 

regulasi  

• Balasan 

surat 

rekomendas

i oleh 

pemerintah 

daerah 
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E. Rencana Strategi Marketing 

1. Identifikasi Stakeholder 

Berdasarkan rencana strategi marketing, maka dilakukan identifikasi pihak-pihak 

yang berkepentingan dan memiliki pengaruh baik pengaruh positif (mendukung) 

maupun negative (sumber penghambat) terhadap hasil dari proyek perubahan. 

Stakeholder dapat dibedakan antara stakeholder internal dan eksternal yang 

memiliki peran, pengaruh serta kepentingan masing-masing yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Stakeholder Internal 

• Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo 

• Direktur Intelkam Polda Gorontalo 

• Direktur Kriminal Umum Polda Gorontalo 

• Direktur Kriminal Khusus Polda Gorontalo 

• Kepala Biro SDM Polda Gorontalo 

• Jajaran Kepala Kepolisian Resor wilayah Kab/Kota 

• Babinkamtibmas 

b) Stakeholder Eksternal 

• Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 

• Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo 

• Ketua Himpunana Psikologi Indonesia Provinsi Gorontalo 

• TKSK 

• Psikolog 

• Tokoh adat dan agama 

• Masyarakat 

F. Pemetaan Stakeholder 

Tabel 5 Stakeholders Mapping 

 Low Interest High Interest 

High 

Power 

- Kapolda Gorontalo 

- Kadinsos Prov Gorontalo 

- KaKanwil Kemenag 

- Subdit Intelkam 

- Sat Intelkam Polres 

- Krimum 
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Provinsi Gorontalo 

- Ketua HIMPSI Provinsi 

Gorontalo 

- Dir Intelkam Polda 

- Dir Krimum Polda 

- Karo SDM  

- Krimsus 

- TKSK  

- Psikolog 

Low 

Power 

- Jajaran Kapolres 

- Jajaran Walikota / Bupati 

- Masyarakat 

- Komunitas pendukung 

masyarakat  

- Pengembangan fungsi 

SDM 

- Tokoh adat dan agama 

- Personel 

Bhabinkamtibmas 

- HIMPSI 

 Keterangan: 

• High Power & Low Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini 

memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dalam organisasi, namun pihak ini tidak 

memiliki minat signifikan terhadap hasilnya. Mereka mungkin memiliki 

pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan sumber daya tetapi inisiatif 

dan keterlibatannya tidak mempengaruhi mereka secara langsung 

• High Power & Hight Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini 

memiliki kekuatan tinggi dan juga minat yang besar terhadap hasil Proyek. 

Pihak ini dapat mempengaruhi keputusan dan memiliki dampak besar 

terhadap pada hasil Proyek dan mereka sangat peduli dengan bagaimana 

hasilnya akan mempengaruhi mereka 

• Low Power & High Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini 

mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pengambilan keputusan 

atau pengendalian sumber daya, tetapi pihak ini memiliki minat yang besar 

terhadap hasil Proyek. Meskipun pengaruh mereka terbatas, namun mereka 
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memiliki kepedulian dan ketertarikan yang begitu besar khususnya pada isu-

isu yang berkaitan dengan Proyek.  

• Low Power & Low Interest, pemangku kepentingan dalam kategori ini 

memiliki kekuatan yang rendah dan juga memiliki minat yang rendah terhadap 

hasil Proyek. pihak ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Proyek dan 

juga tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi 

G. Potensi Kendala dan Rencana Solusi 

Kasus-kasus sosial yang terjadi di wilayah Gorontalo begitu banyak mulai dari 

kasus pelecehan seksual, perjudian, pencurian, bunuh diri dan lain sebagainya. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat aktif 

dan bertanggung jawab dalam pencegahan kasus-kasus sosial yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas yang terbangun di antara Polda, 

Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI dapat memberikan integrasi pendekatan yang 

lebih baik terhadap masyarakat dan memunculkan inovasi pemberdayaan yang lebih 

berkualitas serta memiliki kemungkinan dampak lebih berkelanjutan sebab adanya 

strategi jangka Panjang yang lebih baik untuk memecahkan masalah kesejahteraan 

masyarakat.  

Kekuatan (Strengths): 

1. Otoritas dan Legitimasi Institusi: 

a) Polda Gorontalo memiliki kewenangan hukum dan penegakan untuk 

menangani kasus sosial. 

b) Dinsos memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan 

masalah sosial. 

c) Kemenag membawa otoritas dalam hal nilai-nilai agama yang dapat 

mempengaruhi perilaku sosial. 

d) HIMPSI dapat memberikan kontribusi dalam hal penanganan aspek 

psikologis dan kesehatan mental. 

2. Jaringan dan Sumber Daya: 

a) Polda Gorontalo memiliki jaringan luas dalam penegakan hukum. 

b) Dinsos memiliki akses ke sumber daya sosial dan dukungan masyarakat. 

c) Kemenag dapat memanfaatkan jaringan keagamaan untuk mencapai 

masyarakat. 
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d) HIMPSI memiliki tenaga ahli dalam psikologi yang dapat mendukung 

pendekatan pencegahan. 

Kelemahan (Weaknesses): 

1. Kurangnya Koordinasi: 

a) Mungkin terdapat kendala dalam koordinasi antara berbagai lembaga, 

menghambat implementasi strategi. 

b) Perbedaan pendekatan antara institusi dapat mengurangi efektivitas upaya 

pencegahan. 

2. Keterbatasan Sumber Daya: 

a) Kurangnya anggaran dan personel dapat menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan strategi pencegahan. 

b) Keterbatasan infrastruktur dan teknologi mungkin mempersulit 

monitoring dan evaluasi. 

Peluang (Opportunities): 

1. Partisipasi Masyarakat: 

a) Adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pencegahan dapat dimanfaatkan. 

b) Pelibatan aktif dari komunitas dapat meningkatkan efektivitas program. 

2. Pemanfaatan Teknologi: 

a) Penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah pelaporan dan 

pemantauan kasus sosial. 

b) Media sosial dapat digunakan sebagai platform untuk menyampaikan 

informasi dan edukasi. 

Ancaman (Threats): 

1. Perlawanan dari Kelompok Tertentu: 

a) Kelompok atau individu tertentu mungkin menentang upaya pencegahan, 

menghambat kesuksesan program. 

b) Resiko konflik kepentingan antar lembaga atau individu. 

2. Perubahan Sosial dan Ekonomi: 

a) Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi mungkin memicu 

peningkatan kasus sosial. 
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b) Krisis ekonomi dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan sosial di 

masyarakat. 

Rekomendasi: 

1. Peningkatan Koordinasi: 

a) Membangun mekanisme yang efektif untuk berkomunikasi dan 

berkoordinasi antara lembaga terlibat. 

b) Menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dengan 

jelas. 

2. Optimalisasi Sumber Daya: 

a) Mencari sumber daya tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta 

atau lembaga non-pemerintah. 

b) Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan 

dan evaluasi program. 

3. Penguatan Pendekatan Holistik: 

a) Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 

b) Mengintegrasikan pendekatan psikologis dan nilai-nilai keagamaan dalam 

strategi pencegahan. 

4. Edukasi Masyarakat: 

a) Melakukan kampanye edukasi secara terus-menerus untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang kasus sosial dan cara pencegahannya. 

b) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pencegahan. 

5. Monitor dan Evaluasi Rutin: 

a) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengukur 

keberhasilan program. 

b) Menggunakan data hasil pemantauan untuk melakukan perubahan dan 

penyesuaian jika diperlukan. 

Berdasarkan analisis SWOT dapat digambarkan bahwa selama pelaksanaan 

proyek perubahan ada beberapa permasalahan yang dihadapi berserta solusi untuk 

mengatasinya, dapat dijabarkan sebagai berikut; 
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Tabel 6 Kendala dan Rencana Solusi dalam proyek perubahan 

No. Kendala Rencana Solusi 

1. 

Keterbatasan anggaran dan 

personel dapat menjadi 

kendala serius dalam 

pelaksanaan strategi 

penguatan jaringan 

pendukung masyarakat. 

Mendorong pihak terkait untuk mengalokasikan 

sumber daya dengan efisien, dan mencari 

dukungan dari pihak swasta atau lembaga 

nirlaba untuk mendukung program pencegahan. 

2. 

Masyarakat mungkin tidak 

sepenuhnya memahami 

pentingnya pencegahan 

kasus sosial atau tidak 

memiliki kesadaran yang 

cukup. 

Melakukan kampanye penyuluhan secara 

intensif melibatkan Kemenag, Dinsos, dan 

HIMPSI untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang dampak sosial dan cara 

pencegahannya. 

3. 

Kurangnya koordinasi antar 

lembaga dapat 

menghambat efektivitas 

strategi. 

Membentuk mekanisme koordinasi reguler 

antara Polda Gorontalo, Dinsos, Kemenag, dan 

HIMPSI. Ini dapat melibatkan rapat rutin, 

penggunaan platform digital untuk berbagi 

informasi, dan pelatihan bersama untuk 

meningkatkan pemahaman tentang peran 

masing-masing lembaga. 

4. 

Beberapa wilayah mungkin 

sulit dijangkau, sehingga 

masyarakat di sana 

memiliki akses terbatas 

terhadap informasi dan 

layanan. 

Mengembangkan program aksesibilitas seperti 

penyuluhan online, mobile units, atau kerjasama 

dengan pihak lokal untuk mencapai wilayah 

yang sulit dijangkau. 

 

H. Tim Efektif 

Susunan Tim Proyek Perubahan yang terlibat terdiri dari Mentor, Coach, Project Leader 

dan Tim Kerja dari BA Subdit III Dit. Intelkam Polda Gorontalo 

Tabel 7 Daftar Tim Efektif Proyek Perubahan 

No Nama Jabatan dalam dinas Jabatan dalam tugas 

1 
Hendri Hotuguan Siregar, 

S.I.K 

Dir Intelkam Polda 

Gorontalo 
Mentor 

2 Roni Engahu,S.Pd 
Kasubdit III Dit Intelkam 

Polda Gorontalo 
Project Leader 

3 Fikri Sjafri, S.I.K 
Wadir Intelkam Polda 

Gorontalo 
Sponsor 

4 Ahmad Eka Perkasa, S.I.K 
Kasubdit II Dit Intelkam 

Polda Gorontalo 
Sponsor 

5 Rolly Pombaile, S.E 
Kanit 1 Subdit III Dit 

Intelkam Polda Gorontalo 
Tim Pokja Sun Sop 
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6 Nurifad Harun, S.H Ba Subdit III Anggota 

7 Mohamad Yusril Ba Subdit III Anggota 

8 Sri Yuniarti Kum, S.H 
Ps. Panit 2 Subdit Iii Dit 

Intelkam Polda Gorontalo 
Tim Koordinasi 

9 Idris Badaru Ba Subdit III Anggota 

10 Fernando Pemba Ba Subdit III Anggota 

11 Tazkir N. Dorus Ba Subdit III Anggota 

12 Hardiyanto Rauf 
Bamin Subdit III Dit 

Intelkam Polda Gorontalo 
Tim Administrasi 

13 Alex Utina Ba Subdit III Anggota 

14 Saidin Arafah Ba Subdit III Anggota 

15 Zulkifli Sunggungi Ba Subdit III Tim Teknisi 

16 Marten Kaharu Ba Subdit III Anggota 

17 Defri Yusuf, S.H Ba Subdit III Anggota 
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BAB II 

RUMUSAN STRATEGI PROYEK PERUBAHAN 

 

A. Capaian Hasil Perubahan 

Pelaksanaan proyek perubahan ini dilakukan melalui koordinasi dengan mentor 

selaku atasan langsung dan pemantauan proyek perubahan dengan bimbingan coach. 

Dalam melaksanakan dan merealisasikan tujuan yang ingin dicapai dalam proyek 

perubahan maka rencana tahapan kegiatan termuat dalam tabel capaian proyek 

perubahan jangka pendek sebagai berikut: 

No 
Tahapan dan 

Kegiatan 

Hasil 

Kegiatan/Output 

Stakeholder 

yang terlibat 
Peran tim leader Pencapaian 

1 Membangun Tim Efektif Proyek Perubahan  

 • Koordinasi 

bersama mentor 

dan coach 

• Kunjungan 

koordinasi 

bersama 

stakeholders 

• Pembentukan TIM 

• Destribusi tugas 

anggota 

• Penerbitan SK Tim 

kerja 

• Tugas anggota 

tim 

• SK Tim  

• Internal 

• Dosen 

• Tim efektif 

• Identifikasi 

dan 

mengusulkan 

calon tim 

kepada 

pimpinan 

• Diskusi 

rancangan 

kegiatan 

proyek untuk 

kinerja tim 

efektif 

Sesuai 

rencana dan 

terget 

2 Pemetaan kasus sosial  

 • Survei data kasus 

sosial 

• Analisis data kasus 

sosial berdasarkan 

jenis kasus 

• Data surveri 

kasus sosial 

• Peta kasus 

sosial 

• Internal 

• Tim efektif 

• Dosen 

• Melakukan 

analisis 

terhadap hasil 

survei 

Sesuai 

rencana dan 

target 
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• Penyusunan peta 

kasus sosial 

• Mendiskusika

n hasil 

pemetaan 

kasus sosial 

3 FGD   

 • Pemaparan hasil 

pemetaan kasus 

sosial 

• Diskusi analisis 

dan pemahaman 

bersama terkait 

permasalahan 

berdasarkan 

lingkup kerja dan 

kewenangan 

masing-masing 

instansi 

• Penawaran 

alternatif solusi  

• Penetapan hasil 

diskusi 

• Notulen diskusi 

• Surat 

rekomendasi 

hasil FGD 

• Tim efektif • Menyimpulka

n hasil diskusi 

sebagai 

rencana 

kegiatan 

Sesuai 

rencana dan 

target 

4 Pembentukan SOP layanan pencegahan kasus social  

 • Menentukan 

tujuan dan lingkup 

kerja 

• Menentukan 

flowchart (alur 

kerja) pelayanan 

• Penetapan standar 

keberhasilan 

• SOP Pelayanan 

pencegahan 

kasus sosial 

• Internal 

• Tim efektif 

• Melakukan 

verifikasi dan 

penetapan 

SOP  

Sesuai 

rencana dan 

target 

5 Perancangan layanan pencegahan kasus sosial  
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 • Penyediaan 

sumber daya pada 

layanan pusat kritis 

• Melakukan 

analisis proses 

layanan 

• Menetapkan 

desain sistem kerja 

• Membangun pusat 

kritis  

• Layanan pusat 

kritis  

• Internal 

• Tim efektif 

• Mengidentifik

asi proses 

layanan 

• Melakukan 

validasi sistem 

kerja 

Sesuai 

rencana dan 

target 

6 Sosialisasi layanan pencegahan kasus sosial  

 • Penentuan waktu, 

tempat dan format 

sosialisasi 

• Pembuatan materi 

sosialisasi 

• Sesi sosialisasi  

• Dokumentasi 

dan laporan 

sosialisasi 

• Internal 

• Timefektif 

• Memastikan 

jalannya 

sosialisasi  

Sesuai 

rencana dan 

target 

7 Uji coba layanan pencegahan kasus sosial  

 • Melakukan deteksi 

dini terhadap 

indikasi kasus 

sosial di 

masyarakat 

• Menerima laporan 

masyarakat terkait 

kasus sosial yang 

belum dan tengah 

terjadi  

• Dokumentasi 

dan laporan 

masyarakat 

terkait 

identifikasi 

kasus sosial 

• Internal 

• Tim efektif 

• Melakukan 

monitoring 

terhadap 

prosedur 

pelaksanaan 

layanan 

• Mengindentifi

kasi kendala 

pelaksanaan 

layanan 

Sesuai 

rencana dan 

target 
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Berikut adalah rincian kegiatan dalam capaian milestone proyek perubahan pada 

rencana tahapan jangka pendek: 

1. Capaian milestone 1 : Membangun Tim efektif 

 

Gambar 1 Koordinasi bersama mentor 

Koordinasi bersama Dir. Intelkam Polda Gorontalo selaku mentor dilakukan pada hari 

Senin, tanggal 18 September 2023 untuk melaporkan berbagai persiapan dalam 

permasalahan proyek perubahan. Dalam proses koordinasi ini leader proyek melaporkan 

dan mengkosultasikan rencana pelaksanaan kegiatan proyek perubahan serta meminta 

dukungan penuh agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Konsultasi 

bersama mentor juga dilakukan untuk menyepakati pihak-pihak stakeholders yang 

terjalin dalam kolaborasi proyek perubahan.  
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Gambar 2 Kunjungan koordinasi bersama stakeholder 
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Kunjungan koordinasi dengan stakeholder dilakukan dengan menyampaikan 

maksud dan tujuan kolaborasi pada proyek perubahan. Kunjungan pertamaa yakni 

ke Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 

kemudian kunjungan kedua dilakukan di Kementerian Agama kantor wilayah 

Provinsi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 dan kunjungan 

ketiga dilakukan di sekretarian Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Gorontalo 

pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023. Pada kunjungan ini pihak 

stakeholder memberikan respon positif dan dukungan atas rencana proyek 

perubahan yang akan dilakukan dengan kolaborasi bersama instansi tersebut, 

berikut adalah surat dukungan yang diberikan oleh stakeholder: 

  
Gambar 3 Surat dukungan stakeholder 
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Gambar 4 Pembentukan dan Penerbitan SK Tim Efektif 

Pembuatan surat perintah penunjukkan tim efektif yang ditandatangani oleh Dir. 

Intelkan Polda Gorontalo yang tujuannya sebagai informasi penting bagi tim kerja 

agar dapat membantu pelaksanaan proyek perubahan hingga terlaksana dengan baik.  

2. Capaian Milestone 2 : Pemetaan kasus sosial 

Proses pemetaan kasus sosial dilakukan dengan mengumpulkan tim efektif untuk 

membantu proses analisis dan identifikasi kasus sosial yang akan ditangani dalam 
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pelayanan pencegahan. Pertemuan dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 29 

September 2023 di ruang rapat lt.3 Subdit III Intelkam Polda Gorontalo.  

 
Gambar 5 Diskusi analisis pemetaan kasus sosial 

Dalam memetakan kasus sosial, tim efektif melakukan identifikasi jenis kasus dari 

data kasus kejahatan sosial oleh reserse kriminal umum Polda Gorontalo, 

kemudian data tersebut elaborasi dengan hasil diskusi dalam kunjungan pada 

masing-masing instansi. Proses pemetaan ini dilakukan dengan melihat jenis 

kasus yang paling banyak terjadi dengan intensitas tinggi di Provinsi Gorontalo 

dan kasus yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, hasil identifikasi 
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jenis kasus sosial tersebut kemudian di petakan sebagai jenis kasus sosial yang 

akan di layani dalam proyek perubahan ini. 
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Gambar 6 Data kasus kejahatan sosial 

 

 

 

Gambar 7 Hasil pemetaan kasus sosial 
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3. Capaian Milestone 3 : Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2023 di Hotel Yulia 

Gorontalo. Dalam forum ini diskusi dilaksanakan dengan membahas jenis kasus 

sosial yang berkembang di Provinsi Gorontalo oleh ke empat instansi kolaborasi 

dalam hal ini hasil pemetaan kasus sosial disampaikan dan dijelaskan pada peserta 

FGD. Dalam pandangan peserta FGD kasus sosial yang dipetakan telah menjadi 

kasus yang memiliki urgensitas untuk dicegah secara sosial masyarakat.  

 
Gambar 8 Undangan FGD Stakeholders 
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Gambar 9 Pelaksanaan FGD 
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Gambar 10 Daftar hadir peserta FGD 

Diskusi kasus sosial kemudian dikembangkan dengan analisis solusi yang menghasilkan 

rencana aksi kegiatan untuk memberikan pelayanan pencegahan kasus sosial. 

 

Gambar 11 Notulen FGD 
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Gambar 12 Rencana aksi kegiatan 

Hasil rencana aksi kegiatan dijadikan sebagai bentuk pelayanan dalam pencegahan kasus 

sosial yang akan dilaksanakan. Sebagai kesepakatan bersama antara instansi yang 

melaksanakan kolaborasi maka setelah pembahasan rencana aksi kegiatan peserta FGD 

dalam hal ini diwakilkan oleh pimpinan masing-masing instansi menandatangani nota 

kesepakatan sebagai bentuk komitmen pada kolaborasi proyek perubahan ini. Bentuk 

kesepakatan dilakukan dengan menyatakan kesediaan masing-masing instansi dan 

penyediaan sumber daya baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya 

yakni fasilitas sarana.  
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Gambar 13 Nota Kesepakatan 

 

4. Capaian Milestone 4: Pembentukan SOP Pelayanan  

Pembentukan SOP layanan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 

2023. SOP layanan dibentuk dengan menyesuaikan tujuan dan lingkup kerja 

masing-masing stakeholder yang berkoaborasi dalam proyek perubahan ini. Alur 

pelayanan disesuaikan dengan bentuk pelayanan yang ditawarkan pada rencana 
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aksi kegiatan yang telah disusun bersama stakeholder. Standar keberhasilan SOP 

dilihat dengan terlaksananya rencana aksi yang telah di sepakati.  

 
Gambar 14 Diksusi pembentukan SOP layanan 

 

Gambar 15 SOP layanan pencegahan kasus sosia 
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5. Capaian Milestone 5 : Perancangan layanan pencegahan kasus sosial 

Rancangan layanan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023. 

Dalam pertemuan ini dibentuklah tim koordinasi yang bertugas untuk menjadi 

perwakilan setiap instasi kolaborasi dalam mengkoordinasikan pelayanan 

pencegahan kasus sosial. Tim koordinasi kemudian. Pada pertemuan ini juga 

disepakati rencana aksi kegiatan dan SOP Layanan yang telah di susun untuk 

menjadi panduan kerja tim.  
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Gambar 16 Undangan Perancangan Layanan 

 

Gambar 17 Pembentukan tim kerja dan diskusi rancangan pelayanan 
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Gambar 18 Daftar hadir peserta tim koordinasi 

 
Gambar 19 Notulensi Perancangan Layanan 
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Gambar 20 Keputusan pembentukan tim percepatan layanan kasus sosial 

 

6. Capaian Milestone 6 : Sosisalisasi layanan pencegahan kasus sosial 

Sosialisasi dilakukan dengan penyusunan materi sosialisasi bersama tim 

koordinasi dan menentukan format sosialisasi yakni kepada masyarakat dan 

akademisi. Sosialisasi dilaksanakan dengan pertemuan leader proyek dengan 

beberapa masyarakat dan akademisi.  
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Gambar 21 Melakukan koordinasi bersama tim kerja layanan terkait rencana 

sosialisasi 

Gambar 22 Sosialisasi kepada pihak akademisi dan organisasi masyarakat (ormas) 

 

Gambar 23 Sosialisasi kepada pihak masyarakat 

 

  



 

47 
 

7. Capaian Milestone 7 : Uji coba layanan pencegahan kasus sosial 

Uji coba dilakukan dalam penanganan kasus bunuh diri. Data yang diterima oleh 

tim kerja sebanyak 32 kasus bunuh diri terhitung hingga bulan November 2023. 

Layanan pencegahan yang dilakukan yakni pada bidang Sosial dengan 

memberikan bantuan dan pelatihan ekonomi kepada masyarakat untuk 

memperkuat usaha rumahan yang membantu kondisi ekonomi masyarakat. 

kerohanian dilakukan dengan penanaman pengetahuan agama di Lembaga 

pendidikan keagamaan dan penyuluhan agama terkait kasus bunuh diri. Semntara 

layanan pencegahan yang dilakukan oleh bidang psikologi yakni memberikan 

pendampingan Psychologi Fair Aid (PFA) di lembaga pendidikan formal yakni 

SMA/SMK se provinsi Gorontalo.  

 
Gambar 24 Laporan data kasus bunuh diri 

Laporan terkait kasus bunuh diri juga diterima melalui operasi patroli cyber yang 

dilakukan oleh reserse kriminal khusus Polda Gorontalo, yakni ditemui adanya 

kasus penyebaran hoax terkait bunuh diri yang dilakukan oleh dua remaja 

perempuan. Hasil operasi patroli cyber kemudian dikoordinasikan ke Polsek 

terdekat untuk dilakukan tindak lanjut penangkapan terhadap terduga pelaku 

penyebaran berita hoax bunuh diri dengan modus gantung diri melalui media 

sosial. Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaki dengan 
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memberikan proses penjeraan kepada terduga pelaku dengan membuat video 

permintaan maaf kepada masyarakat Gorontalo melalui media sosial atas tindak 

penyebaran hoax yang dilakukan.  

 
Gambar 25 Laporan patroly cyber 

  
Gambar 26 Pelayanan Pencegahan di bidang kepolisian 

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial yakni memberikan 

sosialisasi pencegahan kasus sosial dan pemberian bantual sosial sebagai upaya 
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memperkuat ekonomi masyarakat dalam hal ini dengan memberikan pelatihan 

kewirausahaan.  

 

 

Gambar 27 Layanan pencegahan di bidang sosial 

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenag yakni memberikan 

binaan kerohanian kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan dan pendampingan 

melalui pemberdayaan majelis taklim di setiap masjid. 
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Gambar 27 Pelayanan pencegahan di bidang kerohanian 

Layanan pencegahan yang dilakukan oleh pihak HIMPSI Gorontalo yakni 

memberikan Psikoedukasi kepada kalangan remaja melalui pembekalan PFA 

(Psychology Fair Aid) di SMA/SMK sederajat.  
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Gambar 28 Pelayanan pencegahan di bidang psikologis 

B. Kepemimpinan Strategis 

1. Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan 

Gambaran perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan dalam 

implementasinya, anatara lain sebagai berikut: 

Tabel 8 Perubahan sebelum dan sesudah proyek perubahan 

No Sebelum Sesudah 

1 Kurangnya langkah yang tepat 

guna dalam pencegahan kasus 

sosial seperti kasus bunuh diri di 

Provinsi Gorontalo 

Terjadi penurunan angka kasus sosial 

seperti kasus bunuh diri di Provinsi 

Gorontalo karena adanya 

implementasi yang tepat guna dalam 
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pencegahan kasus sosial seperti 

bunuh diri. 

2 Kurang koordinasi para piahk 

stakeholder 

Terjadinya koordinasi dengan pihak 

stakeholder demi terwujudnya 

pelayanan pencegahan kasus sosial 

seperti bunuh diri di Provinsi 

Gorontalo 

3 Belum adanya pelayanan dan 

informasi yang mempermudah 

masyarakat dalam pencegahan 

kasus sosial seperti kasus bunuh 

diri  

Terciptanya pelayanan pencegahan 

kasus sosial yang lebih baik di 

Provinsi Gorontalo 

2. Perubahan Peta Kelompok Stakeholder 

a. Peta kelompok stakeholder sebelum pelaksanaan proyek perubahan 

 

b. Peta kelompok stakeholder sebelum pelaksanaan proyek perubahan 
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C. Implementasi Strategi Marketing 

Secara teori strategi marketing merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu dan 

menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan 

dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan marketing dari suatu proyek. Implementasi 

strategi marketing menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

pelaksanaan proyek perubahan ini. Sistem strategi marketing yang digunakan dalam 

proyek perubahan ini yaitu strategi 4P+1C (Product, Price, Place, Promotion, and 

Customer). Berikut uraian dari strategi marketing yang digunakan dalam proyek ini: 

1. Product 

Produk pada Proyek perubahan ini meliputi pembentukan layanan pencegahan 

kasus sosial di masyarakat. Pembentukan pelayanan pencegahan kasus sosial ini 

disertakan dengan adanya tenaga professional yang ikut serta dalam penelusuran 

dan mendeteksi kasus sosial maupun mendampingi dan memberdayakan 

masyarakat untuk pencegahan kasus sosial. Sumber daya dalam proyek perubahan 

ini berasal dari personel Polda, Dinas Sosial, HIMPSI Kanwil Kemenag di 

Provinsi Gorontalo untuk ikut membantu menekan angka kasus sosial di 

masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan pelayanan pencegahan kasus sosial.  



 

54 
 

Pembentukan layanan pencegahan kasus sosial dibuktikan dengan adanya nota 

kesepakatan dari instansi yang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam proyek 

perubahan. 

 

2. Place  

Place merupakan tempat untuk melaksanakan Proyek perubahan. Tempat 

pelaksanaan proyek perubahan ini terpusat pada kantor stakeholder yakni Dit. 

Intelkam Polda Gorontalo. 

 

3. Price 

Price adalah nilai/harga yang dimanfaatkan atau mendukung dalam keberhasilan 

dari Proyek perubahan ini. Proyek perubahan ini belum memiliki dasar anggaran 

yang jelas sehingga dalam proses pelaksanaanya masih bersifat sukarelawan oleh 

setiap tim kerja. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan saat ini adalah 

menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan daerah terkait kesediaan layanan 

pencegahan kasus sosial agar dapat diakomodir persoalan nilai/harga bagi tim 

kerja dan pengadaan saran prasarana layanan.   

4. Promotion 
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Strategi promosi yang digunakan dalam proyek perubahan melalui sosialisasi 

terkait pencegahan kasus sosial dan publikasi pemberitaan setiap kegiatan 

pelaksanaan proyek perubahan dengan memanfaatkan sosial media.  

  

 

5. Customer 

Customer merupakan target produk atau penerima manfaat dalam pelaksanaan 

Proyek perubahan ini. Costumer dalam proyek ini adalah seluruh masyarakat 

Gorontalo yang termasuk didalamnya seluruh lapisan masyarakat baik akademisi 

dan tokoh masyarakat lainnya, karena tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat 

menjadi target utama dalam strategi penanganan atau pencegahan kasus sosial.  
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D. Keberlanjutan Proyek Perubahan 

Daasar yang menjadi keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan dalam Penguatan 

Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus Sosial dengan Kolaborasi 

Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag dan HIMPSI Provinsi Gorontalo yakni terbentuknya 

pelayanan pencegahan kasus sosial di wilayah Gorontalo dengan optimalisasi kerja sama 

antara stakeholders terkait penyediaan sumber daya dalam hal ini terbentuknya tim 

percepatan pencegahan kasus sosial dan rencana aksi kegiatan layanan pencegahan kasus 

sosial.  

Sebagai langkah kontunitas proyek perubahan ini, maka upaya yang perlu dilakukan 

yakni menyampaikan rencana proyek perubahan ini sebagai rekomendasi regulasi yang 

akan diresmikan di wilayah provinsi Gorontalo. Langkah awal yang telah dilakukan 

dalam mengupayakan keberlanjutan proyek perubahan ini adalah dengan kunjungan 

kepada pimpinand daerah dalam hal ini Pelaksana Jabatan Gubernur Gorontalo. Pada 

kunjungan tersebut leader proyek penyampaikan maksud dan tujuan proyek perubahan 

dan perkembangan rencana proyek perubahan yang sedang berjalan. Harapannya pihak 

pimpinan daerah dapat memberikan surat keputusan untuk menyusunan tim percepatan 

dalam pelayanan pencegahan kasus sosial di provinsi Gorontalo. Komunikasi yang 

terbangun menghasikan peranan yang tidak kalah penting. Rencana proyek perubahan 

akan lebih dimatangkan dengan menyesuaikan regulasi yang ada di Provinsi Gorontalo 

agar lebih efektif dan meminimalisir resiko.  

 

Kunjungan pertama bermaksud untuk menyampaikan maksud dan tujuan proyek 

perubahan dan diskusi terkait kondisi kasus sosial yang ada di Provinsi Gorontalo.  
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Kunjungan kedua bertujuan untuk menyampaikan progress pelaksanaan proyek 

perubahan dan penyerahan nota kesepakatan dan surat keputusan tim percepatan layanan 

pencegahan kasus sosial sebagai rekomendasi awal untuk legalitas layanan.   

E. Hasil Pemetaan Potensi Diri dan Strategi Pengembangan Potensi Diri 

Berikut merupakan hasil dari pemetaan potensi diri dan strategi pengembangan 

potensi diri: 

Table Tabel 9 Nilai Komponen 

 

 

Table 1 

Tabel 10 Rekomendasi Pengembangan Potensi Diri 

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

Nilai Komponen Peserta Mentor
Nilai Rata-Rata Per Sub 

Komponen

Kualifikasi Per Sub 

Komponen

Sub Komponen Integritas 8,33 8,67 8,57 Baik

Sub Komponen Kerjasama 8,8 8,6 8,66 Baik

Sub Komponen Mengelola Perubahan 8,2 8,8 8,62 Baik

Rata-Rata Total Sub Komponen 8,44 8,69 8,62 Baik

Kualifikasi Total Sub Komponen Baik Baik Baik

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa

7-8.99 Baik

5-6.99 Cukup

3-4.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku

8,62

Kualifikasi:

Baik
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Istimewa : Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir 

Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu 

diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi 

perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai 

bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan 

pimpinan yang lebih tinggi 

 Pengembangan potensi diri dilakukan dilakukan dengan memberikan pengayaan 

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiata-kegiatan yang terukur pada saat 

melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal 

pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi kepada 

peserta. Berikut materi-materi yang sekiranya perlu dilakukan pengembangan potensi diri 

untuk peserta didik: 

- Design Thingking dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

- Membina Kerjasama Tim 

Pemilihan bahan pelatihan untuk pengembangan potensi diri karena sesuai dengan 

rekomendasi pengembangan potensi diri yang ada bahwa peserta didik perlu 

membutuhkan bimbingan dan juga perlu untuk diberikan pendampingan sebagai bekal 

pengayaan sikap dan juga perilaku peserta didik utnuk menduduki jabatan sebagai 

seorang pimpinan, maka dari itu materi atau bahan ajaran diatas dirasa cocok untuk 

menjadi bahan ajaran hal ini karena sesuai dengan rekomendasi dan juga kebutuhan dari 

peserta didik. 

F. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan dengan Proyek Perubahan 

Nama Peserta  : Roni Setiawan Engahu, S.Pd 

Nama Coach  : Dr. H. Baban Sobandi, S.E., M.Si 

Instatnsi  : Polri 

Judul Proyek  : Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam 

Pencegahan Kasus Sosial (Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil 

Kemenag dan HIMPSI wilayah Provinsi Gorontalo) 
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Tabel 11 Hasil mata pelatihan proyek 

No Mata Pelatihan Jalur belajar 
Hubungan terhadap 

Proyek 
Bukti Sumber Pembelajaran 

1 Merumuskan Kebijakan 

Publik Menggunakan Big 

Data analysis 

Online/luring Membantu merumuskan 

rencana strategi 

marketing dan pemetaan 

stakeholder. 

 

https://asn.futureskills

.id/fs/aktivitas/kelas-

async/7/public 

2 Membina Kerjasama Tim Online/luring Melakukan koordinasi 

Bersama tim kerja  

 

https://asn.futureskills

.id/fs/aktivitas/kelas-

async/13/public 

3 Menguasai Seni 

Berkomunikasi 

Online/luring Memberikan sosialiasi 

terhadap proyek 

perubahan kepada pihak 

yang terkait 

 

https://asn.futureskills

.id/fs/aktivitas/kelas-

async/11/public 

https://asn.futureskills.id/fs/
https://asn.futureskills.id/fs/
https://asn.futureskills.id/fs/
https://asn.futureskills.id/fs/
https://asn.futureskills.id/fs/
https://asn.futureskills.id/fs/
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Strategi Penguatan Jaringan Pendukung Masyarakat dalam Pencegahan Kasus 

Sosial: Kolaborasi Polda, Dinsos, Kanwil Kemenag, dan HIMPSI di Wilayah Provinsi 

Gorontalo bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, peduli dan 

berdaya guna dalam pencegahan kasus sosial sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.  

Kolaborasi dilakukan bersama stakeholder untuk membentuk pelayanan 

pencegahan kasus sosial di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk keseriusan pihak aparat 

dan pemerintah Gorontalo dalam kasus sosial yang ada di masyarakat. Kolaborasi ini 

dilakukan dengan komitmen bersama melalui diskusi dan kesepakatan. Dalam jangka 

pendek, komitmen kerja sama telah terbangun dan strategi ini berhasil diterapkan dan 

berdampak padaterbentuknya tim kerja dan SOP layanan pencegahan kasus sosial.  

Proyek perubahan ini memberikan manfaat terhadap masyarakat dengan adanya 

pusat layanan pencegahan kasus sosial yang lebih jelas dan dekat dengan masyarakat.  

B. Saran 

1. Dengan adanya pusat layanan pencegahan kasus sosial ini pihak internal 

khususnya Polda Gorontalo dapat lebih cepat mengidentifikasi kasus sosial yang 

berada di masyarakat 

2. Dengan memanfaatkan layanan pencegahan kasus sosial ini pihak stakeholder 

terkait lebih bersinergitas untuk memberikan upaya pencegahan yang lebih efektif 

3. Dengan adanya tim kerja dan layanan pencegahan kasus sosial ini maka pihak 

stakeholder dapat mengajukan perencanaan anggarakan khususnya dalam 

menunjang sumber daya pada pelayanan kasus sosial 

4. Dengan adanya pusat pelayanan maka masyarakat lebih mudah untuk mengakses 

informasi yang menjadi sumber kasus sosial dan terciptanya lingkungan aman 

serta kesejahteraan yang meningkat 
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C. Tindak Lanjut 

Hasil dari proyek perubahan ini berupa pelayanan pencegahan kasus soial yang dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan pendekatan bidang pada masing-masing stakeholder baik secara internal 

maupun eksternal dalam implementasi jangka menengah maupun jangka Panjang 

dalam proyek perubahan ini sehingga kedepannya diharapkan agar pusat pelayanan 

ini dapat diberikan legalitas untuk memperkuat dasar hukum dan efektivitas 

pelayanan. Rencana tindak lanjut dari proyek perubahan ini yaitu memberikan 

rekomendasi kepada pimpinan daerah agar pusat pelayanan kasus sosial dapat 

dijadikan sebagai wadah legal untuk memberikan respon kritis terhadap kasus sosial 

di Provinsi Gorontalo. Terbentuknya tim kerja dan SOP pelayanan menjadi langkah 

awal dalam upaya rekomendasi kepada pihak pimpinan daerah.  
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